
 
 

 

BUPATI WAJO  

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI WAJO 

NOMOR 183 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 45 TAHUN 2019 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

WAJO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN 

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Kemudahan Berusaha, Peraturan 

Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern perlu ditinjau 

kembali dan diubah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 



 
 

2.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822 ); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 

4.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1992  Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3468); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3469); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang 

Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 38); 



 
 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 234, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 

18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3486); 



 
 

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699); 

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang   

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 

tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3529); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 

tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689); 

24. Peraturan Pemerintah  Nomor 44  Tahun 1997 

tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 



 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 

tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3746); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3867); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 28  Tahun 2004 

tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

29. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern; 

30. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Percepatan Kemudahan Berusaha; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9              

Tahun 2012 tentang Penyedik Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo  Tahun 2012 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wajo Nomor 10); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 

Tahun  2012  tentang  Rencana Umum Tata Ruang 

Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo        

Tahun 2012 Nomor 12); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6         

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 



 
 

Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62); sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6              

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wajo Tahun 2019 Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo              

Tahun 2017 Nomor 14); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 45 TAHUN 2019 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 21 TAHUN 2012 

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR 

TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO  

MODERN. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21                     

Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 

Nomor 45), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Pasal 3 dihapus dan 

huruf d Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 3 

Penentuan jarak untuk pendirian dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan 

dan toko modern dari pasar tradisional sebagai berikut : 

a. dihapus; 

b. dihapus; 

c. dihapus; 



 
 

d. antara toko modern dengan pasar tradisional paling rendah 50 (lima 

puluh) meter;  

e. dihapus.  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Wajo. 

Ditetapkan di Sengkang                                                                        

pada tanggal, 2 Desember 2019 

   BUPATI WAJO, 

            TTD 

   AMRAN MAHMUD 

 

Diundangkan di Sengkang                                                                                      

pada tanggal,  2 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 

        TTD 

AMIRUDDIN A 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 183 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  Sekretariat Daerah Kab. Wajo  

     Plt.Kabag Hukum dan HAM 

             TTD 

MUHAMMAD ILYAS, S.STP., M.Si. 

 

 

 


